
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR  20 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang  : a.  bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Bulungan masih 
ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan 
cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang 
punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam 
mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor 
produksi, serta mendukung pengembangan wilayah; 

b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan kegiatan 
pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 
(satu) tahun anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959  tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1820), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
72 tahun 1959); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4152); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
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8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4441); 

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5051); 

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak  dan  Gas  Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak  dan  Gas  Bumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4530); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4996); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4655); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cata Pelaksanaan 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

29. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 

30. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah 
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah; 

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara 
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran daerah Tahun 2008 
Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

dan 

BUPATI BULUNGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 
TAHUN JAMAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh  Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara  Kesatuan  
Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-
undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten Bulungan. 

8. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan 
alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana 
anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) 
tahun anggaran. 
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9. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan 
pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. 

10. Jangka Waktu Kontrak adalah jangka waktu sejak ditandatangani kontrak 
sampai berakhirnya pekerjaan. 

11. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. 

12. Dokumen Perencanaan adalah ketentuan-ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, 
gambar-gambar, pola serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak. 

13. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan 
gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan. 

14. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi 
untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau 
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan 
infrastruktur. 

15. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi 
membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan 
lanjutan bangunan gedung. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin 
pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan/atau, APBD Provinsi, 
APBN serta sumber dana lainya yang sah dan tidak mengikat, dalam rangka 
pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta 
pembiayaan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. 

Pasal 3 

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk : 

a. Memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan 
pembangunan dan pembiayaannya tidak cukup dicapai dalam jangka waktu 1 
tahun anggaran; 

b. Memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian 
penyelesaian kegiatan; 

c. Mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan  

d. Memberikan kepastian sumber dan besaran anggaran pembiayaan yang akan 
digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. 

BAB III 

KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN 

Pasal 4 

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan 
pembangunan tahun jamak, meliputi : 

a. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun 
anggaran; 

b. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat 
pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah 
dari pekerjaan sebelumnya; dan 


